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K A T A P E N G A N T A R 

Puji syukur Kami panjathan kehadiral Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Stralejik [ RENSTRA ) 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 dapat disdesaikan 

dengan baik. 

Bahwa ddam lin(^a pelaksanaan Peraturan Daerah Nomcx 2 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMO ) 

Kabupaten Lamongan dengan tujuan menlngkatkai pelaksanaan n̂emerintahan 

yang lebib berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka 

sebagai bagfan dari penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamongan dalam 

bentuk Rencana Sfralejfk ( RENSTRA ) S^retariat Daerah Kbbupaten 

Lamongan Tahun 2006-2010. 

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 

ini disusun dan mencakup uralan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program 

Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan tugas 

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaog dibentuk berdasarkan Keputusan 

Bupali Lamongan Nomor 11 Tahun 2003. Selanjutnya untuk mencapai Visi, Misi, 
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Tujuan, Sasaran dan Program tersebut diharapkan masing-masing komponen 

dalam Sekretariat Daerah dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala 

yang dihadapi dengan mengoptimalkan keglatan-keglatan dalam penjatiaran 

APBD Kab jpalen Lamor>gan setiap tahun. 

f 

Unluk itu RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2006^2010 diharapkan dapat menjadi pedoman dan komitmen pimpinan dan staf 

sebagai suatu sistem pengerakan SDM Aparatur serta untuk mewujudkan 

tingkat pencapaian tujuan, htisil dan manfaat yang dapat dilaksanakan secara 

jujur, obyeklif dan transparan. 

DIsamping Itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan 

evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kineija yang 

merupakan tdok ukur sistem Akuntabilitas Kinega Instansi Pemerinlah (LAKIP). 

Demikian untuk menjadi maklum. 

Lamongan, Junl 2006 

SEKRETARIS DAERAH 

F A D E L L SH, MM. 
Pembina Ik. i 

NIP. 010 097 696 
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B A B I 
PENDAHULUAN 

A. Utar Bofakang 

Bahwa sistem Pemerintdhan Negara Kesatuan Rl menumt Undang-Undang 

Dasar 1945 memberikan Keteluasaao kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah, Pemenntah Daerah menjalankan Otonomi Daerah seluas-luasnya unluk 

mengatur dan mergums sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas Otonomr dan 

Tugas Pembantuan. Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepal terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serla masyarakat serta peningkatan daya samg daerah dengan mempeihatikai pnnsip 

demokrasi, pemerataan. keadilan, keistimewaan, dan kekhususan Daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republlk Indonesia, 

Undanĝ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah 

menekankan pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyar^at. membordayakan mereka, menjamin proses 

demokratlsasi, perlindungan hak dan kehidupan lainnya. Pemberian kewenangan dl 

dalam Undang-Undang tersebut lebih didasarkan pada tuntulan akuntabtlitas publik, 

yaitu tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya difayani. 
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Perwujudan dan komitmen yang nyata dari dkuntabilllas publik tersebut ditunjuKkan 

dalam bentuk kinerja, temiasuk didalamnya kinerja program, institusi dan aparat 

pemenntah. 

Dalam ketentuan pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 menyatakan: 

(1) Satuan keija perangkat daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya 

disebut RENSTRA SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program 

dan Kegiatan pembangunari sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman 

\ pada RPJM Daerah dan bersifal indrkatif. 

^2) RENSTRA SKPD dirumuskan daiam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat 

daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsu^ oleh pemehntah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisrpasi masyarakat. 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah 

(AKIP) menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis mempakan suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingIn dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 

dengan mempeitiitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau timbul, deh 

karena itu setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkab-

langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud 

K i r < n u f l 2 T D A E A « , l j U « r < H M N aoa^aoio 

I 



suatu pelayanan prima dan selanjutnya melaHJi penyusunan suatu iaporan Akuntabilitas 

Kinerja dikolahui kebertiasildn atau kegagalan suatu rnstanst tersebut dalam 

melaksanakan program, kegiatan dan petayanan kepada masyarakat, Maha untuk 

memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dtsusun dan 

drietapkan RENSTRA Sekretariat Oaerah Kabupaten Lanxxigan Tahun 2006-2010 

sebagai penjabaran Perda Kabupalen Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 lentang 

Perencanaan Pembarigunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupalen Lamongan 

Tahun 2006-2010. 

B. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Maksud penyusunan RENSTR\ Sekretariat Daerah Tahun 2006 - 2010 adalah untuk 

^ menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMO) 

Kabupaten Lamongan dalam menyusun rer>cana. program dan kegiatan / proyek, 

sesuai dengan tugas poKOk dan fungsi Sekrelanat Daerah Kabupalen Lamongan, 

b. Tqiuan 

Tujuan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah ad^h : 

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah / 

sljategi pembangunan. sasaran-sasaran strategis mengenal kebijakan umum dan 

program pembangunan Daerati seiama 5 (lima} tahun ke d^an (2006-2010). 



2. Sebagai pedoman daiam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi unit 

kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. 

C. Landasan Hukum 

^ Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lamongan yang merupakan lingkup tugas koordinasi Asisten Administrasi Sekretaris 

Daerah Kabupaten Lamongan, adalah; 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2(XW lenlang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerinlah Pusatdan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Naslonal; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara yang 

bersih dan Bebas dari Kolusl, Korupsi dan Nepotisme; 

6. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2000 tenlang Tata cara Perlanggungjawaban 

Kepala Daerah; j 

7. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan N̂ jmor 2 Tahun 2008 lenlang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010; 
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8. instruksi PreskJen Nonior7Tahiin 1999 tentang AkunlabiJitas Instansi Pemerintah; 

9- Peraturan Daerah Kaoupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tentang O^anisasr 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ; 

10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2003 t^lang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. 

D. Hubungan RENSTRA SKPD dengan Dokunwn Perencanaan lainnya 

Hubungan RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah 

sebagaiberikut: 

• Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

• Perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekrel^al Daerah Kabupaten 

Lamongan; 

• Sebagai pecioman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

E. Sistemotlka Penulisan 

Sistematika penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yaitu; 

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan 

, Hukum dan Hubungan Rencana Satuan Kerja Perangkal Daerah (SKPD) 

dengan Dokumen Pererrcanaan lainnya. 
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BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD, yang beh&i Struktur Organisasi, Susunan 

Kepegawaian. Tugas dan Fungsi dan Hal-hal lain yang dianggap penting. 

BAB 111 GAMBARAN UMUM, yang beri&l gamtiaran umum kondisi dan potensi yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

BAB IV VISI, MISL TUJUAN DAN STRATEGI, yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

dan Strategi SKPD. 

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai 

penjabaran program RPJMD Kabupaten Lamongan. 

BAB Vf PENUTUP, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

LAMPIRAN, yang berisi Lamplran Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja SKPD. 

J 
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BAB I I 
TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

A. Struktur Organisasi 

Berdasarkan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 lentang Organisasf 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan 

Nomor 11 Tahun 2003 lentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lamongan, maka struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dijabarkan sebagar berikut: 

1 Sekretaris Daerah; 

2. Asisten Tata Praja: 
i 

a. Bagm Peirwrintahart; 

1) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 

2) Sub Bagian Tala Pemarintahan Desa; 

3) Sub Bagian Keagrariaan, 

b. Bagian Hukum; 

1) Sub Bagian Peiundang-Undangan; 

2} Sub Bagian Bantuan Hukum; 

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
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c. Bagian KBsejatofBan Masyarakat: 

1) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Ofahraga; 

2) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 

3j Sub Bagian Blna So&ial dan Kesehatan. 

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan: 

a. Bagian Pmkonomian; 

1) Sub Bagian Bina Produksi; 

2) Sub Bagian Bina Pemasaran da.i Permodalan ; 

3) Sub Bagran Bina Ekonomi Daerah, 

fa. Bagian Pambangu ian, 

1) Sub Bagian Pelaksanaan Penyusunan Program ; 

2] Sub Bagian Pengendalian; 

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bagian Lingkungan Hidup : 

1] Sub Bagian Pencengahan Dampak Lingkungan 

2) Sub Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan 

3) Sub Bagian Pemuiiha.i Dampak Lingkungan. 

JlhMS^^ASITlMKAl.lAln^^^lA^ mutib-itoio 



Asisten Administrasi: 

a. Bagian Umum: 

1) Sub Bagian Tala Usaha dan Keuangan i 

2} Sub Bagian Rumah Tangga; 

3} Sub Bagian Perlengkapan. 

b. Bagian Orgadsasi , 

1) Sub Bagian Kelembagaan ; 

2) Sub Bagian Ketalaiaksanaan; 
J 

3) Sub Bagian Pendayaguraan Aparalur. 

C Bagian Humas dan Protokol; 

1) Sub Bagian Perigumpulan Informasi dan Dokumenlasi; 

2) Sub Bagian Pemberitaan; 

3) Sub Bagian Protokol. 
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B, Susunan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 

Susunan formasi kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupalen Lamongan berdasarkan 

hasil analisis jabatan terdiri dari sebagai berikut; ' 

Eselon ILa ^ 1 orang, Eselon fl.b = 3 orang. Eselon ilLa = 9 orang, EseJon IV,a = 27 orang dan 

jabatan non struktural = 205 (Daffar Formasi Jabatan dan Pemegang Jabatan pada halaman 

berikutnya). 
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IHSANILH'88 
Pt^t&> Pcnngtiivi HA-
lenpilEn rflFimka KTl KT/a4 
Fff Perfl Pr(v indiiiiii Tk 1 
PMIihan hrka F^misvaiB' 
lnHii kaanjkappffnbilrfllBgl 
PMUi Manajwiw Uulu '01 
F ^ d m U ^ FY>vM 2003 

38 Ksb. Pemuihdn 
DsTTDih LirKAunasn 
13/10/2005,(1^3) 
Lafwwn. 22-1-1973 

HA^ILATULFIKRIVATI.SP 
NIP 610 12B 517 

lll/b 
i/icmi2 

St 
PflTliinlB 
n 

U'iltAdijni/^ 

KM Bma Ekamri 
D a « a 5 , { i v ; a ) 
Liinortgan.13-lM951 

Crs Ec KHUSMJLKHOmW 
NIP 510108181 

IIIM 
142002 S2 U M 

SDM 
A(bfTih/l99& 

Vl JU. KM. Birta Froduksi 
(IVTa) 
tjmon«n.2CM 1977 

SHOP IVAH NURHAYATI, SP. 
M3i 
NJP 510 124306 

ni/d 
1-42005 

S-2 U 
V t ITI 

PMUL 

UihJBlttf̂  Tk IV ./JOI 

31. KM Bifia Ptmasaari SUDARUINTO, SE 
8 FifmaJalaji (iV/a) ' NIP 010175563 
LBfnoruwi, 4-6-1951] 

IM/b 
442004 S I 

Ekofuml 

D4tatan H: n//20C6 KavlwMKai: 
StfO/paaitii 

32. KM KMiEBlBksanBBrL 
(IV/i) 
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C> Tugas rian Fungsi Sekretariat Daerah : 

1) Sekretaris Daerah merupakan unsur Staf Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan berJangguogjawab kepada 

Kepala Daerah. 

Sekretaris Daerah melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, merumuskan, 

mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta 

administrasi dan memberikan peiayanan administrasi kep<KJa seiuruh Perangkat Daerah 

Kabupaten; 

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian rumusan kebijakan Pemerintah Daerah ; 

b. Penyelenggaraan administrasi pemerinlahan; 

c. Pengeldahan sumber daya aparalur, keuangan, prasarana dan sarana pemerlntdian 

Daerah; 

d Pelaksanaan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepaia Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

2) Asisten Tala Praja adalah unsur staf pembantu Sekretaris Daerah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

Asisten Tata Praja berlugas membantu mefaksanakan pengkoordinasiart perumusan 

kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemerinlahan Umum, Otonomi Daerah dan 

— i I ^ ^ M g ^ ^ ^ ^ M l g . I » 7 
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Pemerintahan Desa, mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-undangan 

dan kesejahteraan masyarakat, 

Dalam melaksanakan tugas Asisten Tata Praja mempunyai fungsi; 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum dan 

kesejahteraan masyarakat; 

b. Pengkoordinasian dan pengendaiian, perencanaan dan pembinaan penyeienggaraa:i 

b'dang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan masyarakat; 

c. Pengendaiian peryelenggaraan pembinaan administrasi bidang pemerintahan, 

hukum dan kesejahteraan masyarakat; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(1) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh 

seorang Kepaia Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah, 

Bagian Pemerintahan melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan penyelenggaraan 

pemerintahan, tata pemerintahan desa, keagrariaan, ketenteraman dan ketertiban, 

kesatuan bangsa, perfindungan masyarakat dan kependudukan, 
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Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi; 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan penvelenggaraan pemerintahan yang 

mejipuli tata pemerintahan, lata pemerintahan desa, keagrariaan, ketenteraman 

dan ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kependudukan ; 

b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian 

bimbingan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tata pemerintahan, 
I 

tata pemerintdhdn desa, keagrariaan, ketenteraman dan ketertiban, kesatuan 

bangsa, perlindungan masyarakat dan kependudukan; 

c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan administrasi tata pemerintahan, tala 

pemerinlahan desa, keagrariaan, ketenteraman dan ketertiban, Kesatuan bangsa, 

perlindungan masyarakat dan kependudukan; 

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan lata pemerintahan, lata 
i l 

pemerintahan desa, keagrariaan, ketenteraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, 

perlindungan masyarakat dan kependudukan ; 

a Pelaksanaan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

19 



1) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai lugas; 

a. Menyusun konsep pedoman dan pelunjuk leknis penyelenggaraan 

pemerinlahan daerah, kecamatan dan kelurahan; 

b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban camat; 

c. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban camal; 

d. Menyiapkan dan menyusun pedoman pengemoangan pemekaran 

penggabungan dan penghapusan kecamatan; 

e. Menyiapkan dan menyusun pedoman pengembangan pemekaran 

- ' ] . penggabungan dar̂  penghapusan kelurahan; 

f. Menyiapkan dan menyusun pedoman pelaporan rutin administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan dl kecamatan ; 

g. Menyiapkan can menyusun pedoman pelaporan rutin admiflMnill 

penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan; 

h. Menghimpun dan mengevaluasi lentang serah terima jabalan camat dan lurah 

1, Menghimpun dan mengevaiuasi tenlang perkembangan lembaga 

pemerinlahan kecamalan dan lembaga kemasyarikalan kelurahan ; 

j. Menyiapka dan mengusufkan peWmean pengembangan sarana dan 

prasarana fisik pdmong praja; 
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k. Mengurus pemberian bantuan kepada lembaga verlikal Kabupaten dan 

Kecamatan; 

I. Mengurus pemberian bantuan kepada lembaga kemasyarakatan ; 

m, Melakukan pengurusan dan pengembangan sumber daya manusia Perangkat 

Daerah di Kecamatan dan Kelurahan; 

n, Melakukan pengurusan dan pengisian personil kecamalan dan kelurahan; 

0, Menyiapkan pengurusan pembentukan Lembaga baru di tingkat Kecamatan / 

Kelurahan: 

p, Menfasilitasi pencalonan. pemilihan dan pengangkstan, pelantikan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

q. Meniasfiitasi pengangkatandan pemberhentian Sekretaris Daerah ; 

r, Menfasilitasi pengangkatandan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD 

Kabupaten; 

s. Menfasilitasi kunjungan kerja DPR / DPRD dari luar daerah ; 

I Menfasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutlf dari luar daerah ; 

u. Menyiapkan penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

V. Menyiapkan penyusunan rapat kerja Camal; 

w. Melaksanakan mpal kerja camal / aparat Kecamalan ; 

X. Manghimpun bahan rapat MUSPIDA; 
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y, Melaksanakan rapal MUSPIDA; 

2. Menghimpun bahan dan penyusunan pedoman bales Kabupalen, Kecamalan 

dan Kelurahan; 

2] Sub Bagian Tata Pemerinlahan Desa mempunyai lugas: 

a. Menfasilitasi kerjasama antar kabupaten dibidang penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. Melakukan pengurusan pemberian bantuan dana operasionai Kecamatai 

dan Kelurahan; 
I 

c. Melakukan pengurusan dan pembualan gaji. daflar gaji dan penyaluran 

gaji PNS dan tenaga konlrak Kecamalan dan Kelurahan ; 

d. Menyiapkan peningkatan pengembangan fisik ibu kota Kecamatan dan 

Kelurahan; 

e. Menfasilitasi tugas-tugas antar lembaga dijajaran Pemerintah Kabupaten ; 

f. Mengevaluasi dan memonitor hasil pemeriksaan Badan Pengawas; 

g. Melakukan penyusunan dan pengadaan serta evaluasi proyek fisik / 

non fisik dari Kecamatan dan Kelurahan ; 

h. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Pemerintahan; , 

L Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepaia Bagian 

Pemerintahan. 



3) Sub Bagian Keagrariaan mempunyai tugas: 

a. Menyusun pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. HenggancJakan dan mengirim pedoman penyelenggaraan Tala 

Pemerintahan Desa. 

c. Memt̂ errkan bimbingan dan fasiiitasi penyusunan produk hukum 

pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga 

Kemasyarakalan Desa, 

d. Mengadakan pembekalan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa 

bagi Kepaia Desa dan Perangkal Oesa, 

e. Mengadakan pembekalan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa 

bagi Badan Perwakilan Desa (BPD). 

f. Meneliti dan mengevaluasi produk hukum penyelenggaraan pemerintahan 

Desa, 

g. Memonitor pelaksanaan produk-produk hukum penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

h. Mengendaikan timbulnya permasalahan terhadap pelaksanaan produk 

I hukum pemerintahan Desa. 

1. Mengadakan koordinasi dan intensifikasi Pajak Bum! dan Bangunan dan 

pendapatan daerah. 
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j , Memonitor, mengevaiuasi dan menyalurkan Tunjangan Penghasilan 

Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan tunjangan kesejahteraan lainnya. 

k, Mengadakan bimbingan terhadap penggunaan dana bantuan 

pembangunan desa, 

L Menghimpun dan menyimpan data Kepala Oesa, Perangkal Desa dan 

Badan Perwakilan Desa. 

m. 4̂ê ghimpLn dan menyimpan data potensiai desa. 

n. Menghimpun dan menyimpan data peraturan desa. 

0, Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pemerintahan. 
i 

p, Melakukan pengurusan pensertifikatan tanah-taiah milik Pemerintah 

Daerah. 

q, Melakukan pengurusan pembebasan tanah untuk kepenlingan 

\ pembangunan Daerah. 

r. Menyiapkan Iaporan bahan pertimbangan dalam rangka tukar menukar 

dan mutasi tanah-lanah milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. 

s. Melakukan inventarisasl tanah, tanaman dan bangunan dalam rangka 

pembebasan tanah untuk kepenlingan umum. 



i 

t. Menyiapkan bahan pelimbangan dalam rangka penyelesaian 

permasalahan pembebasan tanah. 

! u. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka persellsihan penguasaan 

• hak atas tanah Pemerinlahan Daerah dan Pemerintahan Oesa. 

V. Melakukan pengurusan dan pengelolaan tanah eks kekayaan Kelurahan, 

w, Melakukan pengendalian pengurusan tanah, tanaman dan bangunan miiik 

Pemerinlah Daerah serta eks tanah bengkok Kelurahan dalam rangka 

intensifikasi Pendapalan Asli Daerah (PAD). 

X. Melaksanakan tugas-tugas dInas lain yang diberikan oleh Kep^a Bagian 

Pemerintahan, 

(2) Bagian Hukum Sekrelarial Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian, berkedudukan dfbawah dan bertanggungjawab kepada Asislen Tala 

Praja Sekretaris Daerah, 

Bagian Hukum belugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang 

hukum, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan 

informasi hukum, 

Daiam melaksanakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi; 

a. Penelilian dan perumusan peraluran perundang-undangan; 



b. Penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraluran perundang-undangan; 

c. Penyiapan bahan pertimbangan dan banluan hukum kepada unsur Pemerintah • 

Daerah; 

d. Penelilian produk-p'oduk hukum, penghimpunan perundang-undangan, publikasi, 

dokumentasi dan informasi hukum; 

e. Pelaksanaan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tala Praja sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
H 

1], Sub Bagian Perundang-undangan ; 

a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan produk-produk hukum; 

^ b. Melakukan koordinasi dalam rangka perumusan produk-produk hukum; 

c. Meneliti dan menyusun produk-produk hukum di daerah yang meliputi : 

1) Peraluran Daerah; 

2) Keputusan Kepala Daerah; 

3) Inslruksi Kepala Daerah; 

4) Perjanjian dan Nota Kesepakatan Bersama (MoU); 

6] Naskah-naskah hukum lainnya; 

d. Menyediakan/mengajukan konsep / draft produk-produk hukum kepada 

Kepaia Daerah; 

e. Melakukan pembinaan produk-produk hukum di daerah; 
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• * 

t Menyiapkan dan menyusun instrumen Perjanjian Kerjasama; 
i 
' g. Melaksanakan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum 

sesuai dengan lugas dan fungsinya, 

2). Sub Bagian Bantuan Hukum ; 

a, Menginventarisir semua permasalahan dan membuat telaahan hukum sebagai 

bahan pertimbangan penentuan kebijakan; 

b, Memberikan bariuan/advis hukim kepada Aparatur Pemerintah Kabupalen 

terkait dengan tugas kedinasan dan kebijaksanaan daerah; 

c, Mengevaluasi dan menyusun kegialan bantuan hukum ; 

d, Memberikan pertimbangan atas pengaduan masyarakat; * 

e, Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Peguwai Negeri Sipil (PPNS); ^ 

f, Membentuk dan membina Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); 

g, Menginvenlarisasi dan mengevaluasi kegialan-kegiatan KADARKUM; 

h, Menyusun rumusan bahan dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan 

bantuan hukum; 

1. Melakukan pembinaan hukum kepada Pemerintah Desa; 

j. Melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada semua organisasi 

di Daerah; 

k. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dl Kabupaten Lamongan ; 

' " ^ ^ ^ i 
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I, Membuat rencana pembinaan dan penyuluhan hukum di daerah ; 

m. Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan bantuan 

hukum; 

n. Membuat Iaporan terhadap semua kegialan yang telah dilaksanakan ; 

0, Meiaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, ^ 

I a. Menyusun program kerja Bagian Hukum" 
I 

b, Mengevaluasi program kerja Bagian Hukum dalam tahun berjalan; 

c, Menyiapkan bahan rumusan Kebijaksanaan yang akan dlterapkan oleh Kepala 

Bagian Hukum termasuk pelaksanaan WASKAT ; 

d, Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Hukum; 

e, Menghimpun bahan pembuatan produk-produk hukum yang ada di Bagian 

Hukum; 

f, Mengadakan pembinaan staf dalam rangka tertib administrasi di Bagian 

Hukum; 

g, Membuat dan memberikan nomor lerhadap produk-produk hukum pada buku 

register serta melaksanakan pengundangan produk produk hukum ; 



h, Mengadakan pengenddian terhadap produk-produk hukum di Daerah 

iermasuk penyajian kembaii kepada pimpinan terhadap froduk-produk hukum 

j, Melakukan penyebaran informasi lerhadap produk-produk hukum di daerah 

termasuk penggandaan produk-produk hukum; 

j, Menyusun, membuat dan menyebarluaskan Sistem Jaringan Informasi Hukum 

(SJDIH) dan Lembaran Daerah sebagai bahan pertukaran informasi antar 

daerah serta menyiapkan pustaka hukum; 

k. Melakukan Inventarisasi, pengendalian dan evaluasi (pengawasan represif) 

terhadap produk-produk hukum di Daerah termasuk Peraturan Desa, 

Keputusan Kepala Desa serta Keputusan Satuan Organisasi di Daerah ; 

L Meiaksanaan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(3) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekrelanat Daerah dipimpin oleh seorang 

kepala bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata 

r̂aja Sekretaris Daerah, Bagian Kesejahteraan Masyarakat berlugas melaksartakarr 

penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendaiian dan 

pemberian bimbingan teknis di bidang kesejateraan masyarahal, melipuS 
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pemberdayaan perempuan, generasi muda dan olah raga, agama, pendidikan dan 

kebudayaan serta brna sosial dan kesehatan; 

Datam melaksanakan tugas Bagian Keseiahleraan Masyarakat men^xinyallungBl; 

a Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan kegialan bidang 

kesejateraan masyarakat. meliputi pemberdayaan perempuan. generaai muda 
I 

dan olah raga, agema, pendidikan dan kebudayaan, bina sosial dan kesehatan; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian, perencanaan dan pembinaan 

penyelenggaraan kegiatan kesejateraan masyarakat, meliputi pemberdayaan 

perempuan, generasi muda dan olah raga, agama. pendidikan dan kebudayaan, 

bina sosial dan kesehatan; 

c. Pengendalian oenyeienggaraan pembinaan administrasi kesejateraan 

masyarakat. meliputi pemberdayaan perempuan. generasi muda dan olati raga, 

agama. pendidikan dan kebudayaan. bina sosial dan kesehatan; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Asisten Tala '^aja sesuai 

tugas tugas dan fungsinya; 

1). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan Generasi Muda dan Olah raga 

a Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan dibidang 

pemberdayaan perempuan. generasi muda dan olahraga; 

I 



b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelunjuk leknis dibidang pemberdayaan 

perempuan, gerrerasi muda dan olahragL.; 

c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan inslansi terkait daiam rangka 

penelapan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan. 

generasi muda dan olahraga; 

d. Menyusun pedoman dan petunjuk leknis kebijaksanaan pemberdayaan 

perempuan, generasi muda dan olahraga; 

e. Melakukan pembinaan keselaraan mnrtabat, kedudukan, keadilan gender, hak 

asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan pefempuan; 

f. Menyusun pedoman dan pelunjuk teknis lenlang pemberian bantuan terhadap 

kegiatan masyarakat terkait dengan pemt>erdaya3n perempuan, generasi 

muda dan olahraga: 

g. melaksanakan tugas dinas iain yang diberikan oleh Kepala Gaglan 

Kesejahteraan Masyarakat 

2). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. 

a, Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan sarana 

keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama; 

b. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan sarana keagamaan. lembaga 

keagamaan dan kehidupan beragama; 
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a Fasiiitasi pemberian bantuan sarana keagamaan ; 

d. Memonitoring dan melaporkan pelaksanaan lugas sarana keagamaan, 

lembaga keagamaan dan kehidupanberagama; 

e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program oibidang pendidikan serta 

pelestarian kebudayaan dan pengembangan kesenian ; 

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan fbrmai 

^ maupun pendidikan luar sekolah ; 

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peninggaian 

sejarah dan kepurbakalaan; 

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelunjuk teknis dibidang pengembangan 

= kesenian; 

i. Menyiapkan bahan untuk evaFuasi dan pembinaan aliran kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

j, Melaksanakan Eugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan 

Masyarakat. 

3). Sub Bagian Bina sosial dan Kesehatan 

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dibidang sosial 

dan kelenagakerjaan serta kesehatan ; 
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' Menyiapkan bahan unluk penyusunan program dan juklah dibidang sosial, 

hetenagakerjaan dan kesehatan ; 

c, Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi lerkE^ dalam rangka kegiatan 

I sosial; 

d, Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin terhadap kegiatan sosial yang 

berhubungan dengan pertun^ukan-pertunjukan, undian, pasar malam dan 

Iain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e, Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berhubungan 

dengan penderita cacat dan In tuna; 

f FasililasI pemberian banluan kepada badan-badan social dan korban bencana 

aEam; 

g, Melakukan pembinaan perumahan sederhana; 

h, Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kebersihan dan 

kesehatan masyarakat, keluarga berencana. peningkatan mutu gizi dan 

makanan rakyal; 
• 

i, Menyusun pedoman dar petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan. 

transmigrasi dan pengungsi; 
f 

j. Melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan 

MasyarakaL 
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3] Asisten Ehonomi dan Pembangunan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Daerah 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, 

Asisten Ekonomr dan Pembangunan berlugas melaksanakan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perekonomian, pembangunan dan 

lingkungan hidup. 

Dalam melaksanakan tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang ekonomi, 

pembangunan dar lingkungan hidup; 

b. Pengkoordinasian pengendalian. perencanaan dan pembinaan penyelenggaraan di 

bidang ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup; 

c. Pengendalian penyelenggaraan pembinaan administrasi bidang ekonomi, 

pembangunan dan lingkungan hidup ; 

d. PelE^anaan tugas-lugas iain yang diberikan deh Sekretaris Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

(1) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupalen Lamongan dipimpin oleh 

seorang Kepafa Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah, 

Bagran Perekonomian melaksanakan penyiapan perumusan kebjjaksanaan, 

koordinasi. pembinaan. pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang 
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ekoaomi, meliputi bina produksi. bina pemasaran dan permodalan dan blna 

ekonomi daerah. ^ 

Datam melaksanakan tugas Bagian Perekonrmian mempunyai kiogsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembangunan 

perekonomian meliputi bidang pertanian dan kehutanan, prikanan, keiautan dar» 

peternakan, perhubungan dan pariwlsata, koperasi. pengusaha kecil dan 

menegah, perindustrian dan perdagangan dan Badan Milik Usaha Daerah serla 

perlambangan dan energi; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordir̂ asi dan pengendalian, perencanaan dan 

pembrnaan penyelenggaraan pembangunan perekonomian, meliputi bidang 

pertanian dan kehutanan, prikanan, keiautan dan petarnakan, perhubungan dan 

pariwisata, koperasi, pengusaha kecil dan menegah. perindusErian dan 

perdagangan dan Badan Milik Usaha Daerah serta perlambangan dan energi; 

c. Pengendalian penyelenggaraan pembinaan administrasi pembangunan 

perekonomian, meliputi bidang pertanian dan kehutanan. prihanan, keiautan dan 

peternakan, perhubungan dan pariwisata. koperasi, pengusaha kecil dan 

menegah. perindustrian dan perdagangan dan Badan Milik Usaha Daerah serta 

peftambangan dan energi; 

I 
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d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai 

dengan lugas dan fungsinya. 

1). Sub Bagian Bina Produksi mempunyai lugas: 

a. Melakukan inventarisasl atau pendataan produksi pertanian dan kehutanan; 

b, Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan umum pembangunan ekonomi 

di bidang produksi pertanian dtf pengairan; 

c, Melakukan monrloring dan evaluasi serla analisis keberhasiian program-

program pembangunan dan peningkalan produksi pertanian dan pengairan; 

d, Melakukan inventarisasi atau pendataan potensi keiautan dan eksplorasi laut. 

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan urrum dl bidang keiautan dan 

skspforasitaul. 

f, Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis keberhasiian program-

program pendayagur.aan potensi keiautan dan eksplorasi laut. 

g. Melakukan inventarisasi atau pendataan di bidang produksi perikanan dan 

peternakan, 

h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan umum di bidang produksi 

perikanan dan peternakan 

1. Melakukan monitoring dan pengawasan serla analisis keberhasiian piogram-

program pembangunan dan peningkalan produksi perikanan dan peternakan. 



j . Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengairan, 

k. Melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya 

2). Sub Bagian Bina Pemasaran dan Permodalan mempunyai tugas: 

a, Melakukan inventarisasl atau pendatan di bidang penanaman modal. 

b, Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan umum di bidang penanaman 

modal. 

c, Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis keberhasiian program-

program terkait dengan upaya di bidang penanaman modal 

d, Melakukan inventarisasi atau pendataan di bidang Industri dan perdagangan. 

e, Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan umum di bidang industri dan 

perdagangan, 

f, Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa keberhasiian program-program 

pembangunan di bidang industri dan perdagangan. 

g, Melakukan inventarisasi atau pendataan terkait dengan keberadaan koperasi di 

Kabupaten Lamongan. * 

h, Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan umum pelaksanaan 

I pembangunan perkoperasian. 
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i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis keberhasiian prograrn-

program pemDangunan perkoperasian. 

j. Melakukan monitoring dan evaluasi harga dan peiedaran kebutuhan pokok. 

k. Melakukan koordinasi bersama instansi terkait dengan pelaksanaan program 

perkredilan daerah dan beras miskin (Raskin) 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diborikan oieh Kepala Bagian 

! Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3). Sub Gagran Blna Ekonomi Daerah mempunyai tugas: 

a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi di bidang perlambangan umum 

dan energi serta air bawah tar»ah, 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kejaksanaan dl bidang perlambangan dan 

energi. 

c. Melakukan pembinaan dan penyuluhfn dibidang usaha perlambangan umum 

dan energi serla air bawah tanah. 

d. Mengadakan pengawasan fisik dl lapangan guna ketertiban setiap kegiatan 

penggalian dan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ber'aku, 

e. Menyiapkar bahan penyusunan kebijaksanaan umum. melakukan pengawasan 

dan pengendalian serla pembinaan perusahan Daerah. 
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i lytenyiapkan bahan penyusunan pedoman atau tata cara pengawasan dan 

pengelolahan perusahaan daerah. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kebijaksanaan ar.ggaran dan 

keuangan perusahaan daerah. 

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegrtan operaslona* guna 

pengembangan oerusahaan daerah. 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis perkembangan perusahaan 

daerah. 

. Melakukan inveotarisasi atau pendataan potensi panwisata serta perhubungan. 

k. Menyiapkan bahan penyusunan ketkjaksanaan umum di bidang perhubungan 

dan pariwisata 

1, Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis keberhasiian pelaksanaan 

kegiatan pengembarrgandi bidang perhubungan dan pariwisata. 

, m. Melakukan pengurusan tata usaha bagian perekonomian. 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perekonomian sesuai dengan lugas dan fungsinya, 
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(7) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupalen Lamongan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian. berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah. 

Bagian Pembangunan berlugas met^sanakan penyiapan perumusan 

kebijaksanaan, koordinasi, pelayanan administrasi pembangunan daearah 

melrpub pelaksanaan penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan; 

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan tiahan perumusan kebijakan pembangunan daerah; 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan 

pembangunandaerah; 

c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program 

pembangunan daerah: 

d. Penyusunan mekanisme pelaksanaan program pembangunan daerah; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah; 

f. Pelaksanaan bimbrngan administrasi pembangunan daerah; 

e. Pelaksanaan lugas-tugas lain yang diberikan olrh Asrsten Ekonomi dan 

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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1), Sub Bagian Pelaksanaan Penyusunan Program mempunyai tugas: ' 

a. Mengumpulkan, menelaah dan analisis serla menyajikan dala/"informasi dalam 

rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, 

pembinaan.pengendalian dan pemberian bimbingan pelaksanaan penyusunan 

pembangunan daerah; 

b. Menyusun pelunjuk tata cara pembuatan/pengisian DASK dan pelaskanaan 

APBD; ' • 

c. Menyiapkan bahan rapal koordinasi dan menyelenggarakan pra rapat teknis; ' 

d. Menyelenggarakan rapal koordinasi leknis dalam rangka penyusunan DASK; 

e. MenyelenggrakanpenelitianDASK; 

f. Menyediakan DASK unluk mendapal legalilas dari pejabat yang berwenang dart 

satuan tiga; 

g. Membual konsep Kepulusan Bupali tentang pengesahan DASK; 

h. Mengajukan konsep Kepulusan Supatr lenlang pengesahan DASK; 

r, Me^adminislrasi DASK yang telah dilandatdngani oleh Bupati; 

j. Melakukan koordinasi mengenai kas budget dengan BKBD; 

k. Mendislribusiken DASK yang telah ditandatangari pejabat berwenang dan 

satuan tiga kepada Badan Pengawas, BAPPEOA, BKBD dan unft kerja 

bersangkutan, 



I. Mengadakan survey lerhadap proyek kegiatan yang diusulkan oleh pengguna; 

m. Mengikutl pelaksanaan kegiatan pelelangan (tender); 

n. Melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

2). Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan, menelaah dan analisis serta menyajikan data / informasi dalam 

rangka penyiapsn bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dm 

pengendalian kegiatan anggaran satuan kerjs; 

b. Membuat sural edaran tenlang pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran satuan kega; 

c. Membuat daftar nama petugas komisi pemeriksa dan pengawas pekerjaan; 

d. Mengadakan survey terhadap proyek/kegiatan yang akan dikerjakan ; 

e. Menghimpun dan mengagendakan buku kontrak; 

f. Mengadakan monitoring pelaskanaan kegiatan; 

g. Mengadakan ceking lapangan pelaksanaan kegialan yang sedang berjaJan; 

h. Menyiapkan surat tegoran/panggilan kepada rekanan dan Inslansi lerkail dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan yang bermasalah; 

i. Mengadakan ceking lapangan dengan inslansi terkait; 

j. Membual kartukendali; 
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k. Membual dokunenlasi setiap kegiatan pada masing-masing unit kefja; 

I. Melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bagian 

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan, menelaah dan analisis serta menyajikan data / informasi dafam 

rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pembangunan daerah; 

b. Menginventarisasi dan mengkiasifikasi data-data kegiatan satuan unit kerja dan 

sumber dananya; 

c. Membuat sural edaran tentang formal Iaporan kemajuan fisik dan keuangan 

^ anggaran satuan kerja kepada instansi pengelola; 

d. Menghimpun dan mengevaluasi Iaporan kemajuan fisik dan keuangan anggaran 

satuan keg a; 

e. Memberikan perirgalan dan melakukan penagihan kepada inslansi terkait yang 

belum mengrimkan Iaporan kemajuan fisik dan keuangan angggaran satuan 

kerja; 

f. Melakukan penelitian uiang data Iaporan untuk keakurasian data; 
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g, Meneliti dan melakukan rekapitulasr Iaporan kegiatan mengenal kemajuan fisik 

dan keuangan anggaran satuan kerja; 

h, Menyusun Iaporan realisasi fisik dan keuangan anggaran satuan kerja untuk 
I 

disampaikan kepada Bupali, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan instansi terkait 

i, Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap Iribulan; 

j, Melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang kepala bagian, 
I 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan 

Pembangunan Sekretaris Daerah, 

Bagian Lingkungan Hidup berlugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijaksanaan, koordinasi, dan pelayanan administrasi pembangunan daerah 

bidanglingkungan hidup melipuli pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak 
I 

lingkungan dan pemuilhan dampak lingkungan: 

Dalam melaksanakan tugas Bagian Lingkungan Hidup mempunyai lungs!: 

a Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup; 

b, Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan; 

c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan 

pemulihan dampak lingkungan; 



I 

d. Pelaksanaan penilaian Analisis Mengenei Dampak Lingkungan ( AMDAL) sesuai 

dengan batas kewenangan yang diberikan oleh pusat; 

e. Pelaksanaan pembinaan / pengarahan Unit pengelolah Limbah (UPL) / UKL; 

f. Pelaksanaan lugas-tugas tain yang di berikan oleh Asisten Tata Praja sesuai tugas 

tugas dan fungsinya; 

1). Eub Bagian Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas; 

a Mengadakan koordiansl kegialan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan; 

b. Mengadakan pemoinaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; 

c. Mengidentifikasi dan menginvenlarisasi data industri / usaha lainnya dalam 

rangka pencegahan dampak lingkungan; 

d. Mengadakan pembrnaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 

e. Mengadakan penyusunan pedoman dan petunjuk leknis pencegahan dampak 

lingkungan; 

f. Melakukan pengkajian dan penelilian dafam rangka pencegahan dampak 

lingkungan hidup; ^ 

g. Melakukan pengurusan lala usaha Bagian Lngkungan Hidup; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Lingkungan 

Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2). Sub Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas: 

a. Melakukan penilaian administrasi Analisis mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) Daerah; 

b. Mengikuti perkembangan mekanisme dan tatalaksana Komisi AMDAL Daerah 

daiam upaya kelancaran fungsiTungsi AMDAL; 

c. Melakukan peman auan pelaksanaan AMDAL; 

d. Menyiapkan bahan dan penyusunan / pembualan data dalam rangka 

pengendalian dampak lingkungan; 

e. Memberikan biinbngan dan pembinaan bagi usaha / industri yang berpotensi 

menrmbulkan pencemaran; 

f. Menyusun database lingkungan hidup berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

g. Mengkoordinasikan data leknis dan evaluasi Rencana Tata Ruang Kota ( RTRK) 

dalam rangka pengendalian dampak lingkungan ; 

h. Menyusun dan mengkoordinasikan Neraca Kualitas Lmgkungan Daerah ( MKLD ) 

daiam rangka pengendalian dampak lingkungan; 

i. Mengadakan pembinaan dan mengkoordinasikan Program Kali Bersih 

(PROKASIH); 

j , Merfyusun pedoman dan petunjuk teknis penanggulangan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan; 
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k, Melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Lingkungan 

Hrdup sesuai dengai tugas dan fungsinya 

3j. Sub Bagian Pemulihan Dampak Lingkungan mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan dar mengoiah bahan dari instansi terkait penataan / pemulitian 

lingkungan permukiman; 

b, Melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan instansi terkait tentang lingkungan 

pemukiman sehat, bersih dan lestari; 

c. Menyusun, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Puncak Penghijauan 

Konservasi Alam Nasional [ PPKAN); 

d, Melakukan pemantauan terhadap fasilitas lingkungan hidup maupun fasililas 

umum lainnya dalam rangka pemullihan dampak lingkungan; 

e, Menyusun pedomasn dan mengkoordinasikan kegiatan Gerakan Sejuta Pohon 

( G S R ) ; 

f. Melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan Daerah Aliran sungai [ DAS ) daiam 

rangka pemulihan dampak lingkungan; 

9. Mengadakan pembinaan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penghijauan 

dalam rangka pemulihan dampak lingkungan; 

h. Menyiapkan bafiar koordinasi kegiatan rehabilltasi penyusunan program pantai 

dan laut lestari; 
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i. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan rehabliitasl hutan margrove; 

j. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penganekaragaman hayali; • 

k. Melakukan pembinaan terhadap kegialan penambangan golongan C dalam 

rangka pemulihan dampak lingkungan ; 

I. Mengadakan penghijauan dalam rangka pemulihan dampak lingkungan; 

m. Melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bagian Lingkungan 

Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya 

5) Asisten Administrasi adalah unsur staf pembantu Sekretaris Daerah yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

Asjsten Administrasi berlugas melaksanakan pengkoordinasian perumusai 

kebijakan Pemerinlah Daerah dibidang umum,organisasi, humasdan protokol. 

Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang umum, 

organisasi, humas dan protokol; 

b. Pengkoordinasian, pengendalian, perencanaan dan pembinaan penyelenggaraan 

bidang umum, organisasi, humas den protokol; 

c. Pengendalian penyelenggaraan pembinaan administrasi bidang umum, organisasi, 

humasdan protokol; 
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d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dteikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan 

lugas dan fungsinya. 

(1) Qagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten lamongan cipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten 

Adminisirasi Sekretaris Daerah. 

Bagian Umum benugas melaksanakan urusan tata usaha dan keuangan, rumah 

tangga dan peflengx^an, 

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan tala usaha pimpinan, umum dan keuangan ; 

b. Pelaksanaan urusan kearsipan; 

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kepala Daerah. Wakil Kepala daerah dan 

Sekretaris Daerah; 

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekaian; 

6. Pelaksanaan lugas - tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesum 

dengan lugas dan fungsinya; 

(2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupalen lamongan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Asislen Administrasi Sekretaris Daerah. 
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Bagian Organisisf berlugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegialan bidang 

organisasi dan la:a laksana dan pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah, 

melipuli Kelembagaan dan analisa formasi jabatan, ketatalaksanaan dan 

pendayagunaan aparatur. 

Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi: 

a, Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan \^nis organisasr dan 

tatalaksana Pemerintah Daerah; 

b, Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan organisasi dan 

tatalaksana Pemerintah Daerah; 

c, Penyiapan penyusunan peraluran perundang-undangan daerah dibidang 

organisasi dan tatalaksana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah; 

d, Pengaturan penyelenggaraan sistem tala laksana aparatur negara; 

e, Pengaturan penyelenggaraan akunlabilitas aparatur negara; 

f, Pengaturan penyelenggaraan sistem lala laksana pelayanan publik; 

g, Penyefenggaraan anafisis dan formasi jabatan; 

h, Penyiapan dan pelaksanaan analisis organisasi dan perhitungan beban kerja 
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i. Pelaksanaan lugas-lugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas ; 

a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang 

analisa organisasi, penataan kelembagaan. dan evaluasi kelembagaan 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan 

dibidang analisa organisasi, penataan kelembagaan, dan evaluasi 

kelembagaan; 

c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dibidang analisa organisasi, 

penataan kelembagaan dan evaluasi kelembagaan; 

d. Menyusun pedoman perumusan tugas dan fungsi jabatan struktural serta 

organisasi dan tata kerja Perangkal Daerah; 

e. Menginventarlsasi tugas-lugas dan fungsi kelembagaan Perangkal 

Daerati; 

f. Menganalisa tugas dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah dalam 

rangka oenataa pengembangan dan pemantapan kelembagaan 

Perangkal Daerah; 
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g. Melakukan pengkĉ ian dan evaluasi kelembagaan daiam rangka 

penataan. pengembangan dan pemantapan kelembagaan Perangkat 

Daerah; 

h. MenyuELH draft rancangan peraturan perundang-undangan daerah 

lentang organisasi dan lata kerja; 

i. Melakukan bimbingan teknis tentang hubungan kerja antar lembaga 

Perangkal Daerah; 

j. Melakukan pengkajian dan analisa organisasi kelembagaan ; 

k. Melakukan bimbigan teknis dan sosialisasT tugas pokok dan ftrngsi unit 

kerja; ^ 

I. Menyusun pedoman dan pelunjuk teknis pelaksanaan analisis formasi 

jabatan; 

m. Menghimpun, memfasilftasi. mengevaiuasi dan mengkoordinasikart 

penyusunan formasi dan bezetting jabalan / personil; 

n. Menyusun pedoman persyaralan jabalan; 

c. Melakukan analisis formasi jabalan; 

p. Menyelenggarakan pelalihan dan bimbingan teknis analisis dan formasi 

jabatar serta bimbingan teknis penghitungan beban kerja organisasi 

satuan unit kerja; 
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q Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil analisis jabatan ; 

r. Melakukan bimbingan teknis dan pemanfaatan hasil analisis jabatan; 

s. Melakukan evaluasi dan pengkajian penempatan personil dalam suatu 

jabatan sesuai dengan hasil analisis jabatan 

L Melakukan pengkajian tentang kebutuhan personil sesuai dengan hasil 

anajisis jabatan; 

u. Melakukan pengkajian analisa beban kerja unit kerja Perangkat Daerah 

V. Melakukan pengkajian lerhadap kekosongan jabalan; 

w Menyususn kodefikasi jabatan struktural dan jabstan non struktural; 

X. Melakukan pengkajian dan analisa kebutuhan jabatan fungsional; 

y. Melaksanakan tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepaia Bagian 

Organisasi sesuai dengan lugas dan fungsinya. 

2] Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai lugas: 

a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan lenlang 
• 

tata iaksana pemerintahan dan pembangunan dan tata laksana umum 

dan tata usaha Bagian Organisasi; 
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b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan 

dibidang tala laksana pemerinlahan, pembangunan dan tata laksana 

umum; 

c. Melakukan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dibidang tata laksana 

pemeriritahan. pembangunan dan tata laksana umum; 

d. Menyusun pedoman lata naskah dinas; 

e. Melakukan pembinaan tata naskah dinas; 

f. Menyusun pedoman dan pembinaan kode kearsipan instansi; 

g. Mengadakan slempel dinas dan pemberian tanda / ciri slempel dinas; 

h. Uengtiimpun dan mengevaluasi mekamsme dan prosedur pelayanan 

publik dan standar peiayanan minimal; 

\. Menyusun pedoman pakaian dinas pegawai; 

j. Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan hari dan jam kerja dinas; 

k. Menghimpun dan mengkoordinasikan penyusunan tata laksana 

pemerintahan, pembangunan dan tala laksana umum; 

I. Mengadakan bimbingan dan fasiiitasi lala iaksana per1<antoran; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai lugas: 

a. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pembinaan 

disipfin. pengawasan, pengembangan karier dan peningkatan sumber 

daya pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan penganalisaan rencana 

formasi kebutuhan dan pengadaan pegawai di lingkungan Sekretariat 

Daerah; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk leknis dan pengusulan 
1 

pengisian jabatan struktural, jabalan non stmklural dan jabalan 

fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. Menyiapkan bahan dan pengek^aan administrasi pengusulan kenalkan 

pangkat, kenaikan gaji berkala dan perpindahan pegawai di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

e. Menyiapkan bahan dan pengelolaan adminisirasi pemberhentian dan 

\ pensiun pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah ; 

f. Menghimpun dan mengevaluasi Iaporan Pengawasan Melekat 

(WASKAT) dari seiuruh unit kega; 

g. Menghimpun, mengevaluasi dan pelaporan Iaporan Akuntabilitas 

Kinerja Inslansi Pemerintah { LAKtP); 
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h. Menghimpun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 

[RENSTRA) unitkeila: 

i. Menyelenggarakan pefalihan, pembinaan dan fasilrlasi penyusunan 

AKIP dan iAKIP; 

j, Menyelenggarakan peiatihan, bimbingan dan evaluasi penerapan 

Budaya Kerja; 

k. Melaksanakan tugas-tugas fain yang diherikan oleh Kepala Bagian 

Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupalen lamongan 

dipimpin ofeh seorang Kepala Bagran, berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Asisten Adminisirasi Sekretaris Daerah. 

Bagian Humas dan Protokol berlugas mel^anakan penyusunan program 

dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kehumasan dan 

keprotokolan. 

Dalam melaksanakan lugas Bagian Humas dan Protokol mempunyai 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelunjuk (eknis pembrnaan 

dan pelaksanaan hubongan masyarakai dengan protokol; 
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b. Fasflilasi pelaksanaan hubungan timbal bslik antara pemerinlah daerah 

• dengan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat umum dan organrsasi 

kemasyarakalan unluk mempeijelas kebijakan dan kegiatan pemerintah; 

c. Pelaksanaan hubungan interent dengan satuan unit kerja dilingkur>gan 

Pemerintahan Daerah; 

d Pelaksar>aan penyefBpan rnfbnnasj dibidang pemenntahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan sebagai bahan pertirnbangan penerapsn kebijakan 

Pemerintah Daerah; 

e Pelaksanaan pembinaan lerhadap pers Daerah; 

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan hubungan furKjsionat dengan satuan 

organisasr pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemenntah 

Daerah; 

g. Pelaksanaan inventansasi dan dokumenlasi serta distribusi bahan-bahan 

informasi; 

h. Peng^san dan pengembangan perpustakaan dinas ; 

i. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerinlah Daerah; 

j . Penyiapan dan pengaturan peiaksanaan segaia bentuk kegiatan acara 

yang dilaksanakan deh Pemerintah Daerah; 
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k, Penyiapan dan pongalunn pencfimaan tamu-lamu Pemerinlah daerah 

yang berhak menerrma pelayanan keprolokolan, 

i, Penyiapan pengaturan acara oerjaianan dinas Pemerintah Daerah; 

j. Pelaksar^n tugas-tugas lain yang diberikan oeh Asislen Administrasi 

sesuai dengan tugas Jan fungsinya. 

1] Sub Gagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi mempunyai 

lugas-

a. Mengoiah dan menyiapian bahan-bahan informasi unluk keg>atan 

Bupali. W;ikil Bupali dan Sekretaris Daerah, 

b. Pendokimientasian rangkaian kegialan Bupali, Wakil Bupati dan 

SekrelBris Daerah; 

c. Meightmpun dan menyusun dokumenlasi kegialan Pemerintah Daerah 

datem benluk foro. rekaman dan visualisasi; 

d. Menghimpun dan mendokumemasikan fotc dan naskah-naskah pidato 

Bupali Lamongan; 

e. Mef»yiapknn bshan-bahan dalam rangka penyelenggaraan pameran; 

f. Melakukan pelayanan dan pengebtaan perpustakaan dinas di 

lingkLJigan Pemerinlah Dr̂ erah; 
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g. Melaksanakan lugas-iiig: s lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Humas dan Protokol sesu it dengan tugas dan fungsinya 

2) Sub Bagiar ftorr.lorilaan nuimpimyai lugcS : 

a Melakukan peliputan arara kegiatan Bupati, Wakil Bupali dan 

S3kre:ar:s Dae;;ih; 

b. Menyajikan btrila-l' ir-ailan dengan kegialan Bupati, Wakil 

Bupal? dan Sekreldris Dfierati unluk didislribjr-ikar kepada pers dan 

media massa; 

c. Mem'asiiilasi kogialan pers dan media massa dengan kegiatan Bupati, 

Wakil Bupali dan Sckrelariis Daerah; 

d. Melakukan penyusunan p'ogram dan menyeenggarakan pelaksanaan 

kegiaian siaran Radio Khisus Peimrlnlah Drierah ( RKPD) Kabupalen 

Lamongan; 

e. Mengumpulkan dan menganalisa informasi Pemerintah Pusat, 

Pemerinlah Daerah, masyerakat umum, organisasi masyarakat non 

pemerintah berdasarkan peranan hubungan masyaraka! sebagai pusat 

informasi; 

L MelaksanFikan tugas-toges lain yang diberikan oleh Kepaia Bagian 

Organisasi sesuai dengan tugrs dan fungsinya. 
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3) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan rencana acara, jadwal kegiatan serta perjalanan dinas 

pimpinan dan penenma tamu; 

b. Menyiapkan dan mengatur \B\a ruang dan tala tempat pelaksanaan 

rapat dinas, upacara serta resepsi pimpinan dan tamu ; 

c. Mengadakan koordinasi dangan instansi terkait dalam rangka kegiatan 

pimpinan dan tamu ke darfab; 

d. Menyiapkan kebutuhan ilan pedengkapan protokol pimpinan, baik 

dalam acara dinas maupun perjalanan dinas; 

e. Mencalal jadwal kegiatan pimpHnan yang meliputi kegiatan rapat. 

upacara resepsi, kunjungan kerja dan penerimaan tamu ; 

f. Menyiapkan iaporan tenlang maksud dan tujuan kunjungan kerja para 

tamu; 

g. Menyiapkan dan menyediakan tanda kenang-kenangan oleh pimpinan, 

balk dalam bentuk souvenir maupun karangan bunga ; 

K. Melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Humas dan Prolokd sesuaj dengan tugas dan fungsinya. 

• 
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D. Haf-hal lain yang dianggap penting 

DATA SARANA DAN PRASARAtfA 
SEKRETARfAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006 

NO JENISBARANG | ' JUMLAH :> KETERANGAN 
J ' — . ẑ-: "1 1 — — J yr: .4 -

1. Rods 4 (enpat ] 37 
2 Roda 2 f dua} 

^ ' L -
21 

3. KomoLjler 
. — — I . 

53 6 rusak berat 
4. MesJn kabk manual 27 
5. AC 31 
S. Kipafi anqin 33 
7. Meia kerja 195 
a Kursl 860 
g. Ma|a kursi lamu l5Sel 
10. Almari 66 
11, 1 Filling cabinst 33 
12: ' Brankas 11 
13. Prlnler 23 
14. PoQawatlsIp 20 
16. RA 30 
16. TV 16 
17, OHP/Laptop 3 
1B. Meja kompiiter 53 
ia LayaOKP 4 
20. Wireless 3 

21 /yphone 20 
22, DVD 1 
23, Speaker ISet 
24. Microphone 1 
25. Tuetol 6 
26. SlavDll 53 
27. Sound Sysieoi 3 
2a Remote Control 12 
29, HT 4 
30, Camoratele 1 
31, Hafxtycam 2 
32. Camera Video 2 
33. CD Plavar 1 
34, Mesin stensll 2 
35. Rak 30 

Sumbtfdtta: LAKlP rmsingYnSdng Bn^n dl KngkLingaii aatda Kab. Larrtortgan Tahivi 
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BAB I I I 
GAMBAIW^ UMUM 

A, Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 

a. Organisasi Sekretariat Daerah 

Berdasarkan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekrelarial Daerah Kabupalen Lamongan dan 

Keputusan Bupat Lamongan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi Sekrelarial Daerah Kabupalen Lamongan, Sekretariat Daerah 

Kabupatrn Lamongan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tigs) 

Asist^i, 9 (sembJan) Bagian dan 27 (dua puluh :ujuh) Sub Bagian. 

b, Kondisi dan potensi terhatt tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah 

Dafam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

Kabupaten Lamongan telah terbentuk 27 Kecamatan, 4S2 Desa, 12 Kelurahan, 

1.430 Dusun. 34 Lingkungan, 1,486 RW, dan 6.643 RT. Dan untuk menggerakkan 

roda pemerinlahan yang bersih dan demokralis di Kabupaten Lamongan telah 

dilakukan penyuluhan / sosialisasi untuk membentuk kesadaran laal hukum 

terhadap masyarakat dan Aparatur Pemerintah. serla daiam usaha untuk 

mewujudkan kesejateraan masyarakat yang berkeslnambungan diantaranya 

adalah melalui kegiatan pembinaan lerhadap organisasi kemasyar-ikatan, 
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lembaga-lembaga peribadalan, pendidikan dan kesehalan, Organisasi 

Kemasyarakatan sebanyak 26 Organisasi, lempaHempa: peribadalan sei>anyak 

455 unit yang lerdiri dari Masjid dan mushollah sebanyak 255 unit c'an Pondok 

Pesjntrei sebanyak 200 unit, Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak 

/ RA baik negeri maupun swasta di Kabupalen Lamongan tahun 2005 sebanyak 

1.118 lembaga, dengan 1.113 gedung sekolah, 1.9/1 kelas dan jumlah murid 

sebanyak 35,634 murid, Lembaga Pendidikan lingkal SD/MI baik negeri maupun 

swasta di Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1 288 iembaga, dengan 

1.288 gedung sekolah, 7,460 kelas dan jumlah murid sebanyak 141,713 murid. 

Lembaga Pendidikan tingk.il SMP/Mls baik negeri maupun swasta di Kabupaten 

Lamongan tehun 2005 sebanyak 280 lembaga, dengan 27*1 gedung sekolah, 1,656 

kelas dan jumlah mur«J sebanyak 60.109 murid. Lembaga Pendidikan lingkal 

SMU/Kejuruan/MA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan tahun 

2005 sebanyak 167 lembaga, dengan 169 gedung sekolah, V021 kelas danjumiah 

murid sebanyak 38.351 murid Perguruan Tinggt di Kabupalen Lamongan tahun 

2005 sebanyak 8 Perguruan Tinggi, 27 Dosen/pengajar, dan 3,844 mahasiswa, 

Banyaknya sarana kesehalan di Kabupalen Lamongan terdiri dari Rumah Sakit 

sebanyak 4 unit, Rumah Bersalin sebanyak 13 unit, Balai Pengobatan sebanyak 

23 unit, BKIA sebanyak 14 unit, Puskesnas sebanyak 33 unit, Puskesmas 

pembantu sebanyak 108 unit, tempat praklek Dokter sebanyak 113 unit, Apotik 

sebanyak 23 unit, Labolalorium Medis sebanyak 6 unit, posyandu sebanyak 1.760 

unit, sedangkan banyaknya paramedis lerdiri dari Dokler Umum sebanyak 63 

orang, Doktar Gigi sebanyak 24 orang, Dokler Spesisiis Penyakit Dalam sebanyak 

1 orang, Dokter speslalis anak sebanyak 19 orang, Dokler Spesialis Bedah 
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sebanyak 2 oranc, Dokter Spesialis Obsleiri dan Genekoiogi sebanyak 3 orang, 

Dokter spesialis lain-lain sebanyak 9 orang, 

Unluk meiidorong dan meningkalkan gairah perekonomian daerah serla 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah 

mengambil langkah-langkah beberapa lerobosan program strategis diantaranya 

penataan wajah kota, perinlisan rencana pembangunan kawasnn Shore Base, 

pembangunan dok kapal dan pengembangan obyek Wsata Bahari Lamongan 

(WBL)/Jatim Park li. Jumlah potensi perusahaan di Kabupaten Lamongan terdapal 

216 unit, lerdiri dari 3 unit kalegori besar dan 213 unit kalegori sedang, dengan 

rinclan 114 unit industri makanan, minuman dan lembakau, 44 unit industri tekstii, 

pakaian jadi dan kulit, 15 unit industri kayu, barang-barang dari kayu dan perabot, 

1 unit industri kertas percetakan dan penerbilan, 7 unit industri kimia, minyak bumi, 

batubara, karet dan pfaslik serta 35 unit industri barang gaiian non logam non 

minyak bumi dan batubara. Perusahaan tahu sebanyak 22 unit, pembakaran timah 

sebanyak 1 unit, perusahaan lenun sebanyak 129 unit, industri kecil tempe 

sebanyak 227 unit, kerajinan emas/perak sebanyak 285 unit, kosmetik sebanyak 1 

unit, SPBU sebanyak 8 unit, peternakan ayam sebanyak 1 unit, pengelolaan ikan 

sebanyak 2 unit, pasar/pertokoan sebanyak 30 unit, dan gaiian C sebanyak 5 

lokasi / Kecamatan. ^ . ' 
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Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten 

Lamongan telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, yang terdiri dan Unsur Staf (Pembantu 

Pimpinan) antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan 

Kelurahan, Unsur Pefaksana sebanyak 11 Dinas. Unsur Penunjang sebanyak 7 

Badan dan 8 Kantor. Daiam menjalankan tugas dan kewenangan Perangkat 

Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah didukung dengan Pegawai Negeri Sipil 

sebanyak 231 orang lerdiri dari 178 orang PNS, dan 53 orang tenaga honorer. 

B. Harapan he depan 

Untuk menjabarkan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-

2010 yang menjadi tugas Sekretariat Daefah Kabupaten Lamongan yaitu: ,.-

1. Meningkatnya efeklifitas kelembagaan pemerintahan; 

2. Meningkatnya AKIP pada SKPD; 

3. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum yang melibaikan pihak Pemerintah 

Kabupalen; . 

4. Meningkatnya penyelesaian pembahasan perangkat hukum ; 

5. Menurunnya kasus berindikasi TPK; 

6. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan Kabupaten; 

7. Meningkatnya inslansi pelayanan yang memperoleh ISO; 
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8. Meningkatnya SKPD yang memilihi SPM; 

9. Meningkatnya sarana prasarana aparalur; 

10, Meningkatnya investasi Daerah; 

11, Meninghalnya kualitas lingkungan hidup; 

12, Meningkatnya kepatuhan masyarakat lerhadap Peraluran Daerah ; 

13. Meningkatnya sarana peribadalan dan kegiatan keagarnaan serla kernantapan 

kehidupan beragama, 

Dari sasaran RPJM tersebul. maka dapat dirumuskan sasaran Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lamoigan sebagai berikut: 

1, Meningkatnya perwujudan manajemen Pemerintahan Daerah secara 

berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukjng kepemerintahan yang baik 

(Good Governance); 

2, Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 

pemberdayaan masyaralial serla keiestarian lingkungan; 

3, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya aparalur, keuangan, sarana dan 

prasarana Pemerintahan Daerah. 
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BAB IV 

VISI , MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

A , - V [ s i 

Visi adalah gambaran masa depan yang dipifih dan handak diwujudkan pada 

suatu saat yang ditentukan, oleh karena itu maka visi juya merupakan suatu masa 

depan yang ingin dicapai oleh organisasi dan dijelaskan pada saat sekarang seperti 

gambaran yang terwujud pada saat ini, sehingga visi dapat memberikan petunjuk 

keafah mana kila akan menuju ian seperti apa keadaan yang kita jumpai ketika suatu 

saat kita tiba drsana. 

Sebagai pendalaman dan penjabaran terhadap misi RPJM Kabupaten 

Lamongan Tahun 2006-2010 yang melipuli misi 1. 2, 4 dan 5 yaitu: 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan akuntabel melalui 

penyefenggaraan pemerintahan yaog aspiratif, partisipalif dan Iransparai; 

2. [Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 

pemberdayaan masyarakat; 

3. Meningkalkan kuanlilas dan kualitas sarana dan orasarana publik dengan 

memperhatikan kefeslarian .ingkungan; 
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4. Meningkalkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat. 

maka drrumuskan dan ditetapkan visi Sekretariat Daerati Kabupalen Lamongan yaitu 

" Terselenggaranyn Manajemen Pemerintah Daerah Secara Berdayaguna 

dan Berhasifgura dalam Mewujudkan Pemerintahan yang 3aik 

(Good Governance} 

Dari visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar 

Sekretariat Daerah mempunyai komitmen bahwa dalam dinamiha pembahan 

keadaan kearah masa depan tertokus agar penyetenggaraan pemerintahan dalam 

menggerakkan seiuruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara 

tepat lerarah, terencana, lerpadu. efektif dan efiaien, dan diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan komitmen seiuruh komponen unit kerja Sekretariat Daerah, 

mampu menjadi akseleralor dafam pengelolaan Sumber daya dan preslasi kerja 

(kinerja) organisasi yang mempunyai langgung jawab untuk mengurus pemerintah 

daerah dan menjalankan kehendak masyarakat guna mewujudkan Tata 

Pemerinlahan yang baik (Good Governanco). Di dalam Good Governance 

terkandung beberapa azas yakni Asas Kepastian Hukum. Asas Tertib 

Penyelenggara Negara. Asas Kepenlingan Umum, Asas Keterbukaan. Asas 

Profesionalitas, dan Asas Akuntabililas. 



Sedangkan Prinsip-prinsip" Good Govnmahce " sebagai berikut; 

1 Part'fsipasi, mendorong seliap warga unluk menggunakan hak berbicara baik 

tenaga maupun saran dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, 

langsung atau tid^ iangsung. 

2. Penegakan hukum, menogakkan HAM, hukum dan keamanan secara adil dan 

sesuai dengan nilai yang t)eTlaku dalamm masyarakat 

3. Tra/jsparansL rrembangun sating percaya antara pemerintah dan rakyal dengan 

cara pamerintah menyediakan informasi kepada rakyal dan mempermudah 

akses informasi yang dibuluhkan rakyat 

4. Responsif, menrngkalkjn gerakan pegawai pemerinlah daiam melayani 
V 
h 

keluhan, persoalan, dan aspirasi rakyat, tanpa kecuali. 

5. Kesamaan, menyediakan kesempalan yang sama bagi seiuruh penduduk unluk 

mempprbaiki kesejahteraan hidup 

6. Visi strategis, menerapkan strategi yang didukung dengan anggaran ynng tepat 

agar rakyat merasa memiiiki dan beratnggungjawab terhadap masa depan 

7. EffSiBn dan ehktif, menamfaafkan semua sumberdaya pembangunan untuk 

melayani kebutuhan publik 

8. Profesionahsme, menlngkatKan kapasitas pegawai pemenntah agar memiliki 

empati dan komitmen dalam melayani rakyat dengan murah, cepat, dan bermutu. 
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9. Akuntabititas, menerapkan akuntabilitas publik terhadap setiap keputusan 

pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madam terutama dalam 

kebijakan politik, keuangan dan anggaran. 

10. Supervisi, menerapkan control dan pengawasan yang lebih ketal kepada 

selurtih kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan organisasi 

masyarakat. 

- M i s t 

Misi adalah suatu pemyataan yang harus dilaksanakan oleh lembaga / inslansi 

agar tujuan organisasi berjalan sesuai dengan visi yang ditetapkan dapat teriaksana 

dan berhasil dengan baik. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut ; 

1. Mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan 

berhasil guna dalam mendukung he-iemerintahan yang baik (Cood 

Governance); 

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 

pemberdayaan masyarakat serta keiestarian lingkungan ; 

3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan 

prasarana Pemerintahan Daerah. 
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B. AnaliSJu Lingkungan dan Faktor Kuncl Keberhasiian 

1. Analisis Lingkungan Internal 

a. Kekuatan 

1) Jumlah Aparalur Sekretariat Daerah reiatif mencukupi, sehingga 

merupakan potensi yang dapai digerakkan apabria dlKeloIa dengan baik; 

2) Kewenangan yang diberikan kepada ^smerintah Daerah di era Olor'4)mi 

Daerah cukjp besar: 

3) Pemilihan Kepala Daerah secara Iangsung menibawa dampak 

meningkatnya komitmen Kepaia Daerah untuk membangun Daerah sesuaj 

janji-lanji yang iefah dilontarkan kepada konstituennya pada saal 

berfangsungnya Pilkada; 

4) Prasarana dan sarana penyelenggaraan pemerintahan relaid mencukupi; 

5} Tersedianya SDM Aparalur yang profesional daiam mengelola potensi 

sumber daya alam daiam usaha mengembangkan perekonomian 

masyarakat, ' 

b. Keiemahan 

1} Jumlah SDM Aparatur Sekrelarial Daerah yang besar namun masih periu 

adanya pembinaan disiplin. serta profesionalisrre pegawai yang belum 

optimal; 
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2) Kapasitas keuangan Daerah masih lerpalas, dimana polensi Daerah belum 

bisa sepenuhnya mendukung kebijakan pembangunan. Alokasi dana dari 

Pemerintah Pusat masih mendominasi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan; 

3} Fungsi-fungs kelembagaan dalam lingkup Sekretariat Daerah belum 

mampu bekerja secara optimal sehingga tugas pokok dan fungsi be'um 

dijalankan secara optimal; 

4) Belum adanya sistem penjenjangan karier, penghargaan dan sanksi yang 

legas sehingga mampu mendorong kinerja aparatur; 

5) Proses penempalan pegawai di Sekretariat Daerah belum sepenuhnya 

menganut" The Right Man in The Right Placesehingga aparatur belum 

sepenuhnya memahami ruang lingkup kerja yang menjadi 

tanggungjav;abnya. 

Analisis Lingkungpn Eksternal 

a. Peluang 

1) Semakin membaiknya dunia usaha yang member! dampak lerciplanya 

peiuang-peiuang usaha sehingga mempermudah SDM Aparalur dalam 

merumuskan ide-ide yang inovalif; 

2) Kemajusn :eknologi yang bisa .limanfaatkan untuk meningkatkan kinerja; 
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3) Meningkatnya minat swasta unluk berpartisipasi dalam pembangunan; 

4) Dukungan pemerinlah Pusat yang besar terhadap isu kemiskinan, 

pendidikan dan kasehatnn; 

5) Dukungan masyarakat lertiadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel 

b. Tantangan 

1) Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima; 

2} Masih rendahnya kesadaran masyarakat lerbadap lingkungan hidup, 

kesehatan irigkungan dan gaya hidup sehat; 

3) Masih besamya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang 

mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat; 

4) Budaya KKN yang masih berkembang dl masyarakat; 

5) Kesenjangan sosial masyarakat masih tinggi, 

. Faktor Kunci Keberhasiian 

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamorlgan 

diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu 

keberhasiian. Berdasarkan analiais internal maupun analisis Oî stema! rumusan 

faktor penentu keberhasiian untuk mencapai vis! dan misi adalah sebagai berikut; 

a, Menciptakan aparalur pemerinlah yang kompelen. kredibel inovatif dan 

mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat noefaui peningkatan kapasitas 
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SDM Aparatur, peningkalan sistem penjenjangan dan karier, serta sistem 

penempatan pegawaf sesuai dengan bakal dan latar belakang pendidSon; 

b. Peningkatan fungsi-tungsi kelembagaan dengan menerapkan sistem 

Akuntabililas Kinerja Inslansi Pemerintah yang dilaksanakan secara konsekuen 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia swasta untuk beiperan akBf 

daiam pembangunan; ^ • 

d. Membangun komitmen bersama antara eksekutlf dan legislatif dalam 

pembangunan; 

e. Memberikan diitungan dalam melaksanakan kerja sama yang sinergis antara 

Pemt/inlah Kabupaten Lamongan dengan struktur pemerinlah dr atasnya 

maupurr Pemerinlah Kabupaten / Kota dl setdtamya; 

f. Memanfaatkan kemajuan teknologi intormasi dalam mendukung 

penyelenggaraan pemeri. itanan yang baik, serta memberikan layanan prima. 

I-

C Tujuan dan Sasaran 

Penetapan tujuan ini didasarkan pada faktor dan kunci kebertiasilan yang 

dilakukan selelah penetapan visi dan misi. HaJ ini dimaksudkan unluk mempertajam 

fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka priorilas dan memfokuskan arah 

semua program dan aktivitas dalam melaksanakan mfsi tersebut. 

ViESSFRA tiKTDA KAh. 1 A H O N O A r i , W D A - H r a 

74 



Tujuan dalam RENSTRA Sekrelanat Daerah Kabupaten Lamongan adalah: 

1. Melaksanakan perwujudan manajemen Pemerintahan Deerah secara 

berdayaguna dan berhasil guna daiam mendukung kepemenntahan yang 

baik (Good Governance), unluk melaksanakan tujuan pada misi pertama 

dijabarkan sebagai berikut: 

b. h4emperman1ap koor finasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pendayagunaan sarana dan prasarana serla keagrariaan ; 

c. Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan 

kebenaran dan keadilan; 

d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualiias 

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga agama. pendidikan dan 

kebudayann serla sosial dan kesehalan, 

2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi 

potensi basitdan pemberdayaan masyarakat serta keiestarian lingkungan, 

unluk melaksanakan lujuan pada misi kedua dijabarkan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pembinaan usaha pertanian, pertambargan, energi, dan usaha 

daerah serla sarana prasarana p-omosi dan investasi; 
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b, Meningkalkan kinerja aparatur dalam menyelenggarakan terlib administrasi 

dan pelaksanaan pembannunan Kabupaten yang efeMil, efislen, transparan 

dan akunlabe!; 

c. Mewujudkan pembangunan berkeianjutan yang berwav/asan lingkungan. 

3. Mewujudkan peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, 

sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah. unluk melaksanakan tojuan 

paoa misi ketiga dijabarken sebagai benkut: 

a, Mewujudkan penyelenggaraan rumah tangga pemerintah daerah dan 

pelayanan admimslrasi umum; 

b, Mewujudkan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang 

akuntabel. transparan, demokralif dan partisipaiif; 

c, Mengoplimalkan fungsi kehumasan, dan keprotokolan dalam mewujudkan 

citra positif Pemerintah Daerah. 

Sedangkan sasaran merupakan upaya-upaya khusus unluk melaksanakan 

serangkaian tindakan daiam mencapai tujuan, 

Sasaran dalam RENSTRA Sekrelarial Daerah Kabupaten Lamongan dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya perwujudan manajemen Pemerintahan Daerah secara 

berdayaguna dan berhaGil guna dalam mendukung kepemerintahan yang 



baik (Good Governance), untuk melaksanakan sasaran pada misi pertama 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya pemantapan koordinasi dalam penyefenggaraan pemerintahan, 

pendayagunaan sarana dan prasai ana serta keagrariaan; 

b. Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

berdasarkan kebenaran dan keadihn; 

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat rrielalui peningkatan kualitas 

pembetoay.aan perempuan, pemuda dan olahraga, agama pendidikan dan 

kebudayaan serta sosial dan kesehalan. 

2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 

pemberdayaan masyarakat serta keiestarian lingkungan. unluk melaksanakan 

sasaran pada misi kedua dijabarkan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya pembinaan usaha pertanian, pertambancan, energi, dan usaha 

daerah serla sarana prasarana promosi dan investasi; 

b. Meningkatnya kinerja aparatur dalam menyelenggarakan terlib administrasi dan 

pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel; 

c. Meningkatnya pembangunan berkeianjutan yang berwawasan lingkungan. 
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3. Maningkatnya pangelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana 

PemGrfntahan Daerah. untuk melaksanakan tujuan pada misj ketiga dijabarkan 

sobagai berikut: ;' 

a. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan rumah tangga pemerintah 

daerah dan pelayanan administrasi umum; 

b. Meningkatnya sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang 

akuntabel, transparan, demokratif dan partisipatrf; 

c. Meningkatrya fungsi kehumasan, dan keprolokolan daiam mewujudkan citra 

posittf Pemerinlah Daerah. 

D. Strategi 

Slrategl unluk pencapaian tujuan dan sasnan sesuai misi Sekretariat Daerah, 

diperlukan sualu Kabijakaii sebagai penjabaran kebijakan prngram RPJMD 

Kabupaten Lpmongan Tahun 2006 - 2010. rraka dirumuskan Keb'jakan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut: 

1 Perwujudan manajemen Pemerintahan D̂ iOrah secara berdayaguna dan 

bertiasil guna dalam mendukung kepemerintahan yang balk (Good 

Governance), untuk rrielaksanakan strategi / kebijaksanaan program yang 

dilakukan adalah: 
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a. Pemantapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerinlahan, 

pendayagunaan sarana dan prasarana serta keagrariaan; 

b. Penivujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran 

dan keadilan; 

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualllEe 

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan 

kebudayaan serta sosial dan kesehatan. 

2. Perwujudan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 

pemjerdayaan masyarakat serla helestarian lingkungan, unluk melaksaiakan 

strategi/kebijakan program yang dilakukan adalah: 

a Peningkalan pelaksanaan pembinaan usaha pertanian, perlambangan, energi, 

dan usaha daerah serla sarana pfrsarana promosi dan inveslasi; 

b. Peningkatan kinerja aparatur daiam menyelenggarakan lerlib administrasi dan 

pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel; 

c, Peningkalan pelaksanaan pembangunan berkeianjutan yang berv̂ awasan 

lingkungan. 
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3. Peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana 

Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan strategi/kebija^sanaan program yang 

dilakukan adalah; 

a. Pelaksanaan penyelenggaraan rumah tangga Pemerintah Daerah dan 

pelayanan administrasi umum; 

b. Peningkatan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang 

akuntabel, transparan, de.nokratif dan partislpatif; 

c. Peningkatan fjngsi kehumasan, dan keprotokolan dalam mewujudkan citra 

positif Pcrm r̂intah Daeriih. 

Sedangkan program RPJMD Kabupaten LamongaT yang menjadi tugas 

Sekretariat Daerah KatHJ paten Lamongan dapat dirmuskan sebagai berikut; 

1. Program Peningkatan hialWas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 

keagrariaan 

2. Prof ram Peningkatan kepastian dan kesadaran hukum masyarakat; 

3. Program Peningkatan kesejahteraan rmsyarakal melalui dukungan Fasitilasi 

pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, agama, pendidikan dan 

kebudayaan serta sos'al dan kesehaton; 

4. Program Peningkatan perckonomiar daerah meialui optimalisasi potensi basis 

dan pemberdayaan musyar ikat; 
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5. Program f̂ eningkalao lertib adminisirasi Pembangunan; 

6. Program Peningkalan keiestarian lingkungan hidup; 

7. Program Ftoninckatan Penyeienggaraan tata usaha, keuangan dan 

kerumahlanggaan; 

8. Program Peningkatan KapasiUis Keiembagaan, Ketalaiaksanaan dat, 

Pendayagunaan Aparatur; 

9. Program Peningkatan kualitas pelayanan keprotokoian dan kehumasan. 

KhN^niASi:i l>AKAB. I A I H U T I O A N atHHt-BOiii 



B A B V 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program dnn kegiatan Sekrelanat Daerah Kabupalen Lamongan sebagaimana 

diuraikan pada 83b IV dapat dijabarkan dalam pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan kualilas penyelenggaiaan Pemerintahan Daerah dan 

Keagrariaan, dergan kegiatan: 

a. Peningkalan koordinasi penyefenggaraan Pemerintahan Umum; 

0. Peningkalan pemt»naan penyelenggaraan ptmerintat̂ an Desa; 

c. Penmgkatar̂  tertib admjnistrasj keagrariaan. 

2. Program Peningkatan kapaslian dan kesadaran hukum masyarakat, dengan 

kegiatan: 

a. Perencar>aan dan pembentukan produk-produk hukum daerah; 

b. Peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan eparat dan masyarakat: 

c. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan dakumentasi dan informasi huKum. 

3. Program Peiiiigkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan Fasiiitasi 

pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan 

serla sosiai dan kesehalan, dengan kegiatan; 



a. PeningkPlan fasiiitasi kehidupan berpolitik Jaij pembedayaan lembaga swadaya 

masyarakat; 

Peningkalan fasiiitasi kerukunan umat beragama. pencidikan da., kebudayaan; 

c. Peningkatan fasiiitasi kes^ahteraan sosial dan kesehatan. 

A. Program Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis aan 

pembercfayaar> masyarakatt dengan kegiatan : 

a Peningkatan pembinaan usaha produksi; 

b. Peningkatan pembinaan pemasaran dan permodalan 

c. Peningkatan pembinaan usaha ekonomi daerah; 

5- Program Puningkatan lertib administrasi pembangunan, dengan kt/giatan: 

a. Peningkatan pembinran administrasi perencanaan program ; 

b. Peningkatan tertib administ asi pen .bangunan ; 

c. Peningkatanlertib pelaporan administrasi pembangunan ; 

6. Program ftoningl̂ alan kelcLtarian lingkjngan hidup, dengan kegiatan: 

a, Peningkalan pencegahan dampak lmgkungan hidup; 

. b. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan hidup; 

c. Peningkalar pemulihan darnpak lingkungan hidup: 

7. Program Peningkatan Penyelenggaraan lata usaha. keuangan dan 

Kerumahtanggaan. dengan kegiatan: 



a. Peningkalan pelayanan ketalucahaan dan keuangan ; 

b. Peningkalan pelayanan kerumahlanggaan ; 

c. Peningkalan sarana prasarana pemerintahan daerah; 

8. Program Peningkatan kapasitas ketembagaan. ketatalaksanaan dan pendayagunaan 

aparatur, dengan kegiatan: 

a. Penataan administrasi dan organisasi Perangkat Daerah serta Peningkalan 

Sistim Informasi Jabatan; 

b. Peningkatan ketatalaksanaan dan sislim pelayanan publik; 

c. Peningkatan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur; 

9 Program Peningkatan kualitas peiayanan keprolokolan dan kehumasan, dengan 

kegiatan; 

a. Peningkalan pengunpulan inlormcis] clan doKumei;tasi; 

b. Peningkalan fntormasi pernberilaan: 

c. Peningkalan pelayanan keprotokolan. 
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BAB V I 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Program-piogrdm yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sekrelanat Daerah Tahun 

2002-2006 dapat dilaksanakan pada tahun pertama [2006] yang disesuaikan dengan 

program yang teluang dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2006-2010. 

B. Saran 

Untukmengaphkaskanlerhadappcrei^anaan programsetsgaimanadiruinuska/idaUii 

Renstra Setda 20(6-2010, maka periu ditetapkan k^dalt-kaidah pelaksanaan sebagai 

berikul; 

1. SKPD Bagian Sekrelanat Daerah agar m'̂ laksanakan program-program sesuai 

' rumusan yang ditetapkan oalan RE NSTRA Sekrelarial Daerah Tahun 2006-2010; 

2, SKPD Bagian Sekrelarial Daerah harus menjabarkan dan menyusun RENSTRA 

Bagian dengan berpedoman pada FIENSTRA Sekmlariat Daerah Tahun 2006-2010 
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• 3. SKPD Dagiar Sekretariat Dierali berkewajitian menjamin konsistensi antara 

RPJMD, RKPD dan Rencana Kerja ( Renja ] Tahunan SKPD Bag an Sekrelarial 

Daerati; 

4. Program yang lercanlum dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupalen 

Lamongan adalah bagian integral dari program Sekretariat Daerah. sehingga 

Bagian dapat menyesuaikan programnya berdasarkan kepentingan. lugas pokok 

dan fungsi mdsing-masmg Bagian Sekrelanat Daerah; 

5. Sasaran dan indikalor kinerja Bagian disesuaikan dengan program dan sasiraii 

program masing-masing Bagian Sekretariat Daerah, 

Dengan demikian perencanaan slrategik ini dijadrkar sebagai pedoman rencana 

penyusunan program Sekrelarial Daerah Kabupalen Lamongan datam melaksanakan lugas 

dan fungsi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, visi. misi organisasi 

Sekrelarial Daerah Tahun 2006-2010. 

KEPAU\ BAGiAN ORGANISASI 

LILljS INDRASWATI.SH.MM. 
Pemtiind Tingkat 1 
NIP 160 017 859 
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